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Abstract: Islamic economic system is devided of three sectors namely sector of
public, private sector and social justice. In the public sector is usually called
Sescal policy, with a revenue source of three is taxes of the muslines, non-nuslins
and common source. Althought there is one of instrument of state opinion can
be applied in Indonesia when the golden age of Islam is land tax (Rbaraj) for
all of muslims or non-muslims. Abu Y usuf is a thinker of Muslim economists
during the golden age of Caliph Harun al Rashid, with the publication of bis
phenomenal book al-Kharaj as an adminisirative guide in managing the good
and true baitul mal lo achieve the welfare of the people. It needs to be reviewed,
to see how relevant his concept of al-kharagy for today. Finally, this article
provides an offer with five concepts of al-kRharaj Abu Yusuf which allows
applicable in the conntry of Indonesia namely tax rales muqosamal, self-
assessment system, tax collection based on soil fertility, usynr as customs,
intensification of tax management and intensification of tax supervision.

Keyword: al-Kbaraj, Tax, Welfare Society

Abstrak: Secara wmum sistem perekonomian Islam terbagi menjadi tiga
sektor yaitu publik, swasta dan keadilan sosial. Pada sektor publik atau
biasa disebut fiscal sendiri sumber penerimaannya dibagi lagi menjadi tiga;
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dari kaum muslimin, non-muslin dan sumber umum. Walaw bagaimana pun
ada satu instrument pendapatan Negara yang memungkinkan diterapkan di
Negara Indonesia pada masa kejayaan Islam yaitu pemungutan pajak lanab
(kbaraj) kepada selurab pendudnk muslim maupun non-nuslim. Abu Y usuf
seorang tokoh pemikir ekonom muslim pada masa keemasan kbalifah Harun
al Rasyid, dengan terbitnya kitab fenomenalnya al Kharaj sebagai buku
petunjuk administrasi dalam mengelola baitul mal yang baik dan benar
untuk mencapai kesejabteraan umat. Perlu kiranya dikaji ulang melibat
sejanhmana relevansinya konsep tersebut saat ini. Akbimya artikel ini
memberikan  lawaran dengan lima fkonsep al-kharaj Abu Yusuf yang
memungkin diterapkan di negara Indonesia yaitu tanf pajak muqgosamab,
sistem self assesment, pemungutan pajak berdasarkan kesuburan tanab, usyur
sebagai bea cukai, intensifikasi pengelolaan pajak dan  intensifikasi
pengawasan pajak.

Keyword: al-Kharaj, Tanah, Kesejabteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan  pemerintahan  yang baik berbagai
kebijakan  ekonomi digunakan pemerintah untuk mengelola
perkonomian terutama terkait ﬂi'}akan fiskal meliputi penerimaan
dan belanja negara. Sektor fiskal ini adalah sektor yang melibatkan
peran negara dan dianggap sebagai ﬂt yang efektif untuk mencapai
tujuan ekonomi.' Dalam pemerintahan islam dimasa Rasulullah SAW
sumber penerimaan kebijakan fiskal digolongkan menjadi tiga yaitu
kaum muslim, kaum non muslim dan sumber umum. Dimana
pendapatan pemerintahan berasal dari berbagai jenis perpajakan

seperti Zakat ushr, Jizyas, kbaraj, fai, ghanimab, Ehums' dan kaffarat.

q{. Nur Rianto al arif, Pemgantar FEkowomi Syariab Teort dan  Praktik,
(Bandung,Pustaka Seta, 2015), . 253- 255.

2 Ali Muhammad Ash Salabi, Umar bin Abdul aziz, Khalifab Pewmbura dari Bani
@(&'}'ﬂb, (Jakarta Timur: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 440.

* Nurul Huda, Ahmad Muti, Kevngan Publik Islam Pendekatan Al Kbaraj (Tmam Abu
Yusuf), ( Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), him.11.
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gasar—dasar kebijakan fiskal menyangkut penentuan subjek dalam
objek kewajiban membayar termasuk penentuan batas minimal
terkena kewajiban (wishal), umur, objek terkena (hax/), dan tarifnya.
Setelah rasulullah wafat, pimpinan pemerintahan dipegang oleh para
khulafurrasyidin dan dilanjutkan oleh dawlab ummayah dan abasiyah.”
Sejumlah perkembangan baru muncul di masa &balfaurasyidin
dan di masa- masa kepemimpinan dawlah-danlab, terutama tercermin
dari kebijakan- kebijakan vang berbeda karena munculnya berbagai
masalah ekonomi baru. Banyak ekonom muslim lahir pada masa
dinasti abasiyah dibanding dimasa sebelumnya khulafaurrasyidin
ataupun dimasa dinasti umayyah. @maﬁti abbasiyah mencapai
puncaknya pada zaman khalifah Harun arrasyid (786-809) yang sangat
memperhatikan soal perpajakan, ia menunjuk Imam Qu yusut untuk
menyusun kitab pedoman mengenai keuangan negara secara syariah
yang berjudul &/ £harrds. Penelitian ini akan mengkaji tentang kebijakan
publik islam yang bersumber dari &/ £baraj menurut pemikiran
ekonom muslim di masa daulah abasiyah yaitu abu yusuf. Masalah
utama yang akan dikaji didalam penelitian ini adalah bagaimanakah
pemikiran abuydisuf dalam pengelolaan pajak negara di zaman dinasti

abasiyah.’

PEMBAHASAN

%ur Chamid, Jeak Langkah Sejarab Pemikivan ekononi islam, (Yogyakarta: Pustaka
jat, 2010), him. 58.
* Ugt Suharto, Kewangan Publik Istam Reinterpresiasi Zakat Dan Pajak, (Yogyakarta:
gat Studi Zakat, 2014), hlm. 94-113.
“ Nazori Majd, Pemikiran Ekonomi Islam Abw Yuswf, (Yogyakarta: Pusat Studi
Ekonomi Islam, 2003}, hlm.78.
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Kondisi Internal Abd Yisuf
ba yasuf lahir pada tahun 113 H/731/732 M di &«flab.
Beliau meninggal pada ?ulan rabind awwal tahun 182 H/798 M di kota
Baghdad, pada masa khalitah Harun Arrasyid, Abu ydsuf meninggal pada
usia 67 tahun.’ alam literatur islam Abx ydsuf sering disebut dengan
Imam abu yusuf ya’qub bin ibrahim bin abib al- anshori al jalbi al-kufi
al-baghdadi. gri nasab ibunnya, ia masih mempunyai hubungan
darah dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sa’ad al
anshari. Ibunya bernama ummu sa’ad bin ‘auf khabtah binti malik dari
bani Amru bin ‘auf al ausyi. Sehingga kata- kata anshor dalam nama
nya merupakan nisbah dari sebutan nasab tersebut. Abu yusuf bukan
berasal dari kalangan keluarga yang berada, akan tetapt abu yusuf
memiliki minat yang kuat dalan ilmu pengetahuan sejak kecil
Keinginan dan minat ini dipengaruhi dan didukung juga oleh kedaan
ota kuffah yang pada zaman itu merupakan salah satu kota pusat
peradaban islam.”

Karir pendidikannya dimulai dari mempelajari hadist dari para
tabil’'in yang mempunyai nama besar dan termashur pada zaman itu,
beliau adalah muhammad bin Abdu al-Rahman bin abi laila, dan
beberapa tokoh vangn mempengaruhi intelektualnya yaitu: Jalil ‘atho’
bin Al Sya’ba. Al-A’masy. Hisyam bin Urwah. Muhammad bin ishaq,
serta ajaj bin Arthoh. Setelah itu melanjutkan pengkajian kepada imam

abu hanifah (pendiri madhab hanati). Selama 17 tahun, abu yusuf

:ﬁiuﬂah Mustofa Al Marghani, Fathe Al Mubin Fi Thabagat Al Usndiyin, Terj.
sein Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2001}, hlm. 77.
# Boedi Abdullah. Peradaban Pemikivan Ekonomi Islam, (Bandung: Pustaka Setia,
20109, hlm.150.
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belajar bersama abu hanifah dikenal sebagai tangan kanan abu hanifah
dalam menyebarkan madzhab hanafi. @m yusuf tumbuh menjadi
menjadi seorang alim yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan
baik ulama, pengusaha maupun masyarakat umum.

Penulisan kitab @/ &baraj abu yusuf didasarkan pada perintah dan
pertanyaan khalifah harun arasyid mengenai berbagai persoalan pajak.
Kitab ini mempunyai orientasi birokratik karena ditulis untuk
merespon permintaan khalifah harun arasyid yang ingin dijadikan
buku petunjuk administrasi dalam rangka mengelola baitul mal yang
baik dan benar, sehinngg bisa terbentuk yang makmur dan adil.” Di
dalam ini, selain membahas mengenai a/ kbaraj juga membahas
berbagai sumber pendapatan negara lainnya seperti, ghanimah, fa,
kharaj, wsur,  jigyas, dan  shodagoh yang dilengkapi mekanisme
pengumpulkan dan pendistribusian setiap harta negara sesuai dengan
syariat islam yang berpedoman pada dalil nagli pada al quran dan
hadist dengan dalil agli. Metode penulisan inlah yang menjadi

pembeda dengan kitab-kitab a/ &baraj yang ditulis oleh ulama- ulama

pada periode berikutnya."

Keadaan Sosial Ekonomi Di Masa Abu Yusuf

Berdasarkan kondisi sosial kehidupan abu yusuf, beliau hidup
pada masa transisi dua zaman kekhalifahan yang ditandai dengan
adanya persaingan perebutan kekuasaan di kalangan anggota bani

umayyah dengan kemewahan di 1stana yang membawa dinasti in1 pada

¥ Abu yusuf...... , hlm. 3.

10 Azhari akmal tringan dkk, Dasar- Dasar Ekonomi Isiam, (Bandung: Cipta Pustaka
Media, 2006), hlm.156.
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kelemahan yang pada gilirannya membawa kehancuran pada tahun
750 M." Dinasti Abasiyah mulai terlihat eksisi setelah munculnya
berbagai pemeberontakan yang dilakukan oleh keturunan al- abbas
ibnu abu muthalib itbnu Hasim. Setelah pemberontakan ini abu abas
memplokamirkan diri sebagai khalifah bani abasiyah 1 dengan gelar
saffah. Terjadi kemakmuran ekonomi yang dibuktikan dengan
meningkatnya kesejahteraan negara dan rakyat terutama pemerintahan
Harun al-Rashid. Beliau memajukan perekonomian, rdagangan dan
pertanian dengan sistem irigasi.

Kemajuan pada sektor ini menjadikan Baghdad %:agai pusat
perdagangan terbesar dan teramai di dunia saat itu. Dalam analisis
historis masa ini_ditetapkan sebagai puncak kejayaan Islam atau sering
disebut zaman emasan Islam (The Golden Age of Islam)”. Dibalik
pertumbuhan ekonomi yang dicapai dinasti abasiyah, terdapat
problem krusial yang menjadi tantangan stabilitas dan masa depan
perekonomian. Yaitu kurang harmonisnya relasi antara perintah dan
tokoh agama. Ulama tidak sependapat dengan para penguasa selalu
disihkan, bahkan tidak seidkit dari kalangan mereka yang harus
mendekam dalam tahanan penjara.” Pada masa Harun al-Rashid inilah
Abu Yusuf mencapai puncak kariernya dalam jabatan kenegaraan,

dengan diangkatnya beliau sebagai Qadi al-Qdah (Ketua Mahkamah

Agung). Sebagai seorang ulama yang mempunyai jabatan strategis di

m—larun Nasution, [slan Ditinjan Dari berbagai Aspemya, (Jakarata: UL Press, 1985),
m. 67.
ewan Redaksi, Ensiklopedi Islam. (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoenoe, 1993),
hlm. 89.
13 Ahmad Amin, Daulah Al- Islami, (Kairo: Maktabah Al Nahdiah Al Misriyyah,
1974}, hlm.184.
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dalam sistem pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, beliau
menjadikan fenomena nondialogis antara masyarakat, penguasa dan
ulama.

Kondisi ini menjadikan pelajaran bagi Abu Yusuf untuk
memunculkan suatu ide pembenahan terhadap sistem pemerintahan
dan budaya masyarakat yang dianggap telah merambah ke arah krisis
etika tersebut. Kegelisahan Abu Yusuf itu termuat dalam ungkapan
surat panjang yang ditujukan kepada Khalifah Harun al-Rashid dalam
upaya membenahi sistem ekonomi pemerintahan yang tidak menindas
nilai-nilai etika dan mengedepankan asas-asas keseimbangan. Beberapa
poin pokok dalam surat tersebut sempat menjadi diskusi par&ng
antara Khalifah Harun al-Rashid dan Abu Yusuf, terutama yang
berkaitan erat dengan pendapatan dan pengeluaran negara serta

beberapa hal yangterkait dengan mekanisme pasar.”

Pemikirian abu yusuf dalam pengelolaan pajak negara

Abu yusuf adalah orang pertama yang mengenalkan konsep
perpajakan di dalam buku karyanya yang berjudul a/ &bargj, kitab ini
dijadikan pedoman dalam pengaturan sistem baitul mal dan sumber
pendapatan negara seperti, al-kharaj, al-ushr dan aljigyah.” Berkaitan
dengan perbendaharaan negara, di dalam kitab a/-&baraj karya abu
yusuf terdapat pembahasan ekonomi publik, yang mengkhususkan
tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan.'” Abu

yusuf sangat menjunjung tinggl nilai keadilan, kewajaran, dan

¥ Nazor majid....., hlm.75.

15 g, hlm. 223.
1o Adimarwan azwar karim, Sejaralh Pemikiran Ekonon Islam, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2008), hlm. 235.
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penyesuain terhadap kemampuan membayar pajak, serta pentingnya

akuntabilitas dalam  pengelolaan keungan negara. Pedoman ini

menekankan pada teknik dan sistem pemungutan pajak, serta perlu

sentralisasi pengambilan keputusan dalam masalah perpajakan. Dalam
hal ini negara memiliki peranan penting dalam penyediaan fasilitas
publik yang dibutuhkan rakyat.”
|

Dalam pandangan abu yusuf, sumber pendapatan negara
berasal dari dua sumber yaitu: sumber pendapatan pertama berasal
dari al kbaraj dan al jizyas dan wsyawr . Menurut abu yusuf sumber
pendapatan pertama yang sifatnya permanent revenue.

1. Jizyas yang hanya diberlakukan oleh orang-orang non muslim serta
pembahasan mengenai status sosial, hak dan kewajiban penduduk
non muslim dinegara islam. Pemungutan jizyas pada masa abu
yusuf berdasarkan prinsip keadilan. Jizyas diwajibkan kepada
seluruh ahli dbimmab, para ahli kitab ;qi’mdi dan nasrani, yang bukan
ahli kitab majusi, hindu, budha, dan komunis yang telah menjadi
warga muslim. Dengan syarat pengambilan jizyas ini dibebankan
kepada laki- laki baligh dan berakal sehat. Pajak ini berhent
dipungut jika wajib pajak masuk beragam islam, dengan tarif
prosentase pembayaran jizyas: 48 dirham untuk orang kaya, 24
dirham untuk orang yang berstatus sosial menengah ke bawah,
yang terakhir 18 dirham diperuntukkkan bagi yang kurang mampu
dari golongan pekerja dan petani. Dimana pemungutan jizyas ini

akan ditagih setiap tahunnya. Jika mereka memiliki hewan ternak

' P3EL. .., hlm. 107.
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dan perhiasan maka yang dihitung adalah harganya, karena jiizyas
tidak diambil atas harang.'”

Joyur adalah pajak yang diambil dari barang dagang yang masuk ke
wilayah muslim. Pemungutan w#gwr dilakukan pertama kali pada
masa khalifah umar bin khattab. Pemungutan pajak ini bersumber
dari fjtthad para sahabat bukan berasal dari A/ Quran dan Sunnah.
Dalam pelaksanaan usyur dibebankan kepada kaum muslim yang
menggambil barang dari daerah non muslim. Begitu juga untuk
pedagang muslim jika ingin masuk ke negara islam akan dikenakan
usyur hal ini dilakukan ummar bin khatab untuk menerapkan
keseimbangan perlakuan antara warga muslim”. Dua syarat dalam
pengambilan #syur yaitu barang tersebut harus merupakan barang
yang diperdagangkan dan nilai barang yang dibawa tidak kurang
dari 200 ditham. Tarit wsyur gtetapkan sesual dengan status
pedagang, jika muslim dikenakan 9,5% dari total barang yang
dibawa, dan 5% untuk ahli dbimmalb dan yang terakhir 10%
dibebankan kepada kafir harbi.”

. Pajak (&harg)) diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik
tanah untuk diberikan kepada negara. A/&baraj bisa juga diartikan
dengan apa yang dibayarkan untuk pajak tanah pertanian atau pajak
hasil bumi. Dana kharaj yang terkumpul akan digunakan untuk
penyelenggaran negara, sdana cadangan dan juga santunan fakir

miskin dan janda. Sedangkan untuk menghindari penyalah gunaan

g, him.122.

* Quthb Ibrahim. Kebijakan Ekononii 1sian Unear bin Khatab, terj. Ahmad syarifuddin

h, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm.100.

2 Buis, mulya, Sejarah Pemikiran Ekonon Isiam  dari Masa Kilasik hingga Kontemporer.

(Jakarta: Gratama Publising, 2010), hlm.127- 128.
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dana kharaj dan ketidak adilan seperti penyuapan, dan korupsi
maka gaji vang dibayarkan kepada aparat pemerintahan yang
bertugas terhadap negara diambil dari dana baitul maal tidak dari
dana &barg. Yang dijadikan landasan oleh abu yusuf sebagai dalil
penerapan kharaj adalah Surat A/ hasyr ayat 7- 10.”"

Untuk sumber pendapatan vyang kedua ghanimalh dan fai,
menurut beliau dianggap sebagai aspek yang penting dalam kebijakan
publik. Pertama, ghanimalh didapatkan sebagai hasil pertempuran pihak
musuh maka pendistribusianya sesuai dengan al quran yaitu 20%
untuk allah dan rasulnya serta orang miskin dan kerabat, sedangkan
sisanya untuk mereka yang berperang.” Namun, karena pembayaran
ghanimah 1n1 udak rutin, maka menggolongkan sebagai pemasukan
yang tidak tetap (imcidental revenwe) bagi perbendaharaan negara.
Penditribusian ghanimab ini berpedoman terhadap panduan Al Quran
surat Al-Anfal ayat 41.” Sedangkan f# adalah harta yang diperoleh
orang- orang islam tanpa melalu peperangan. 20% fa/ diberikan kepada
orang-orang yang berhak sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SW'T
dalam alquran dalam Swrat al hasyr ayat 7.

Dalam kitab a/-&haraj juga dibahas tentang cara pendistribusian
harta-harta tersebut dan cara menghindari manipulasi, kezaliman, dan
mewujudkan harta- harta tersebut untuk kepentingan penguasa.”

Tanggung jawab pemerintah menurut abu yusuf adalah dengan

2 Yusuf. .., hlm. 23-107.

22 Jlid, hlm. 117.

24 s, mulya, Sefaral Pemikiran... ..., hlm. 120,

* Muhammad ash- shalabi, The Great Leader of Umar bin Khattab, (Jakarta: Al-
@utsar, 2008), hlm. 389.

2> Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam ( P3EL). Ekonond Isiam,

(Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008). him. 107.
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31
menetapkan p.rlnsip -prinsip perpajakan yang dikemudian hari diambil

oleh para ahli ekonom sebagai cononc of taxation.” Cononc of taxation
merupakan kesanggupan membayar pajak, pemberian waktu yang
longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan
dan administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankan.”
Berkaitan dengan penetapan pajak, Abu yusuf menentang keras
pengenaan pajak pertanian. Abu yusuf cenderung menyetujui negara
mengambil bagian dari hasil pertanian dari penggarap dari pada
menarik  sewa dari  lahan  pertanian. Abu  yusut  lebih
merekomendasikan penerapan mugasamabh (proposal tax) dari pada
sistem misahab (fixed tax) yang telah berlaku sejak masa khalifa ummar
bin khatab hinggga periode awal dinasti abbasiyah.”

Pergantian sistem pemungutan pajak menggunakan sitem
mugasamah sebenarnya sudah dipelopori sebelumnya oleh Muawiyah
bin yasar wasir pada masa khalifah Al-Mahdi. Dimana penerapan
sistem mugasamah  ini memberatkan para petani, sedangkan abu
yusuf menggunakan persentase bagian negara yang tidak memberatkan
petani.” Berikut pandangan Abu Yusuf “dalam pandangan saya, sistem
perpajakan terbaik untuk mengabasilfean pemasukan lebib banyak bagi keungan
negara dan yang paling lepat untuk menghindari kezalimann lerbadap para
pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah pajak pertanian secara

2 Asmuni, Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Ibn Adam: Eksploitasi awal tentag
konsep keuangan negara, MILILAH: Jurnal Studi Agama, Vol. 4, No. 2, 2005, hlm.
118.

1 M. Nejatullah siddiqi, Recent works on bistory of economic thougt in silamic, A survey
dalam abdul hasan M, Sadeq dan aidit ghazali, Readings in islanec economic thougbi,
(Selangor: Daril ihsan, 1992), hlm. 37-38.

2 Adiwarman azhar..., hlm. 242 dam Euis Amalia..... hlm. 121

# Budi abdullah....., hlm. 158
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proposional. Sistem ini akan menghalan kezhaliman lerbadap para pembayar
pajak. dan menguntungkan keungan negara”.”

Argumen abu yusuf pada sistem misahah ini menunjukan
beberapa hal penting yaitu pengenaan pajak yang pasti berdasarkan
ukuran tanah dibenarkan hanya jika tanah tersebut subur. Berikutnya
penentangan pada sistem sisabab adalah  karena stidak adanya
ketentuan apakah pajak dikumpulkan dalam jumlah uang atau barang
tertentu’. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan, jika harga gandum
turun dan pendapatan &bargj berbentuk gandum, perbendaharaan
negara secara moneter mengalami kerugian karena memperoleh
pemasukan yang rendang dengan menjual gandum dengan harga
rendah. Dikarenakan pemerintah harus membayar belanja negara
dalam bentuk uang, hal tersebut akan turut mempengaruhin
pendapatan pajak. Maka untuk mengatasi masalah ini, jika penguasa
memaksa petani membayar sejumlah uang, maka para petani akan
mengeluarkan jumlah gandum yang lebih banyak, akibatnya mereka
akan menderita secara moneter. Pembebanan pajak dalam sejumlah
gandum apabila harga naik akan mempengaruhi secara moneter para

pembayar pajak dan menguntungkan perbendaharaan negara.™

Relevansi Pemikiran abu yusuf terhadap pengelolaan pajak di
Indonesia

1. Bea Cukai atau Usyar

% Abu yusuf....., hlm.45
3 Adimawarman Azhar. ... hlm. 243,
32 Adiwarman azhar...... , hlm. 245,
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Dalam kitab a/ &baraj telah dijelaskan salah satu pendapatan
berasal dagi ssyur, pertama kali diterapkanda masa khalifah umar bin
khatab.” Usyur adalah pajak yang diambil dari barang dagangan yang
masuk ke wilyah muslim. Sementara itu, menuruté) No. 10 tahun

1995 yang telah diubah menjadi UU No.17 tahun 2006 tentang bea
cukai (kepabean), bea cukaiadalah ngutan yang dikenakan atas suatu
kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan
lainnya atas peraturan undang- undang. Ekai adalah pungutan yang
ditetapkan terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat dan
karakteristik yang ditetapkan undang.yaitu barang- barang yang dalam

pemakainnya perlu diawasi dan dibatasi maka barang- barang tersebut

telah melekat hak- hak megﬂtm.'34

2. Pengelolaan Keungan Publik/Perbendaharaan Negara dan Fasilitas
Umum

Dalam pandangan abu yusuf, uang publik adalah amanah yang
akan diminta pertanggung jawababnya maka harus digunakan dengan
sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat. Berkaitan dengan
kebijakan belanja ekonomi islam, efektift dan efesien rupakan
landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran yang dalam ajaran islam
dipandu oleh waqgashid syariah dan penentuan skala prioritas.dan

relevansinya terdapat pengelolaan keuangan publik di indonesia.

Secara struktur APBN sekarang dilaksanakan oleh pemerintah

% Abu yusuf, hlm. 123, %
¥ Ahmad muti, Kewngan Publik Islam Menurut Kitab Al Kbaraj Abu yusuf Relevansinya
dengan APBN, (Jakarta: UL, 2007), hlm.156.
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indonesia secara garis besar adalah sebagai berikut; ” Anggaran
pendapatan terdiri dari pajak dan bukan pajak: hibah, Anggaran
belanja terdiri dari belanja pemerintahan pusat dan belanja daerah, dan
Pembiayaan yakni penerimaan pembiayaan dan penngeluaran
pembiayaan.

Berkaitan dengan perbendaharaan negara, di dalam kitab al
kharaj karya abu yusuf terdapat pembahasan ekonomi publik, Dalam
hal ini negara memiliki peranan penting dalam penyediaan fasilitas
publik yang dibutuhkan rakyat. dimana relevansinya sekarang yaitu
adannya pembentukan BUMN  sebagai pelaksanaan amanat
pembukaan UUD sudah sesuai dengan konsep ekonomi islam dimana
negara harus menyediakan berbagai fasilitas yang menjadi kebutuhan
pokok bagi masyarakat umum, namun sebaiknya pengelolaan BUMN
ini tidak melibatkan para penguasa atau para pemimpin negara untuk
menghindari  hal hal yang menyimpang. Namun di indonesia
peninggkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktu belum
kunjung meningkat secara memadai™.
3.PBB (Kbaraj)

Dalam penerapan alkbaraj, menurut UU nn.% tahun 2007
pasal 1. Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk

35 Sularto, St. Mengeugat Masa Laln, Muegpagas Masa depan Ekononit Islam, (Jakarta:
Kompas, 8), hlm. 53-54.

3 Faishal Basri, Lanskap Ekonomi Indonesia Kajian Dan Remungan Atas Masalab-
Masalalh Struktural, Transformasi baru dan Prospek Perekonomrian  Indonesia, {|akarta:
Kencana Perdana Media Grup, 2012), hlm. 353.
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kemakmuran rakyat sedangkan pajak bumi dan bangunan pertama
kali diatur dalam ﬁj No.12. tahun 1985 kemudian diubah di dalam
UU no 12 tahun 1993. Didalam PBB ada yang namanya NJOP ﬁai
jual objek pajak yaitu harga rata- rata yang diperoleh transaksi jual beli
ﬁﬂg terjadi secara wajar. NJOP didasarkan pengenaan pajak yang
setiap tiga tahun ditentukan oleh menteri keuangan.”

Jika dibandingkan a/-£baraj yang ditetapkan abu yusuf, maka
PBB  mempunyai perbedaan kharaj diberlakukan untuk lahan
pertanian sedangkan PBB untuk semua jenis tanah. Kbarg/
diberlakukan untuk kaum kafir yang kalah dalam peperangan dan tidak
memilih untuk masuk islam, sedangkan PBB diberlakuakn untuk
semua warna negara tanpa terkecuali.” Adapun tarif PBB adalah 0,5%
sedangkan tarit penggunakan sistem mugasamah yaitul dirham dengan
26,112 kg gandum, jika 2,5% jika irigasi 1/5,5 jika membutuhkan
biaya, jika diterapkan di indonesia dengan karakter negara agraris maka
penerimaan negara dari sektor pajak akan sangat potensial.”
4. Sistem Pemungutan Pajak Qabalah atau Self Assesment

Indonesia dalam sistem pemungutan éﬂjak menggunakan
prinsip self assement, yaitu suatu prinsip dengan memeberi wewenang,
kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk
menghitung, memperhitungkan dan membayar serta melaporkan
sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.” Self assesmuet ini sama

dengan pelaksanaan pemungutan pajak yang disebut gabalal dimana

7 Caseva, Perpajakan, ( Yogyakarta: Graha llmu, 2009),. h.231
* 1bid, h.232

¥ Ahmad Muti,Op.cit. h.145

W Caseva, Op,ait,h. 3
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sistem ini sangat ditentang oleh abuyusust karena menimbulkan
kezaliman dimana pemungut pajak memungut besarnya pajak sesuai
keinginanannya, maka menurut abu yusuf pemerintah harus memuliki
lembaga khusus mengenai pajak dan di dalamnya terdapat petugas
pajak yang profesional. Namun sejarah mencatat, sampai tahun 1967
indonesia menerapkan official assement atau petugas aktif mencari

wajib pajak.

5. Barang Tambang atau Rikbaj

é‘ndmg—undmg No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan
mineral dan batu bara pasal Pasal 129 menyebutkan Pemegang
gperasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara
wajib membayar sebesar 4% kepada Pemerintah dan 6% kepada
pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.”
Sehingga pajak untuk pertambangan sebesar 10%. Jika dilihat dari
pendapat abu yusuf bahwa pertambangan sama dengan hukum rikba/
maka seharusnya pajak pertambangan di indonesia 20% dari
keuntungan bersih, karena wmkbg mempunyai tarif 20%. Jika
pemerintah berani menerapkan konsep pajak pertambangan, Abu
Yusuf maka penerimaan negara akan melampai target dan mungkin

saja terjadi surtlus anggaran, beda dengan sekarang yang selalu detisit.

KESIMPULAN
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan

rakyat sebagaiman tertuang di dalam tujuan negara yang terdapat

' Undang- undang no.4 rahun 29. Pasal 129
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dalam pembukaan UUD 1945. Di dalam usaha mensejahterakan

rakyat tentunya perlu biaya, pemerintah harus mencari potensi

penerimaan negara. Hal itu karena pajak merupakan potensi yang

sangat besar di dalam penerimaan negara. Pemerintah harus bisa

menerapkan pajak yang memberikan rasa adil kepada seluruh warga

negara.

Beberapa relevansi konsep pajak Abu Yusuf dengan model pajak di

Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut;

1.

Tarit pajak mugasomah yang dikemukakan oleh Abu Yusuf atau
Tarit pajak proposional sudah diterapkan di indonesia. seperti pajak
PBB dan PPN.

Sistem selt assesment yang diterapkan di Indonesia hampir sama
dengan Qabalah yang dijelaskan oleh Abu Yusuf, sebaiknya
penggunaan sistem self assesment dibatasi, khusus untuk
perusaahan besar alangkah baiknya menggunakan sistem ofticial
assesment.

Pajak Kharaj yang berdasarkan tingkat kesuburan, di indonesia
sama dengan PBB yang berdasarkan luas wilayah dan NJOP. Kalau
kharaj diterapkan di indonesia maka potensi pajak dari PBB lebih
besar karena Indonesia negara agraris.

Usyur diterapkan di Indonesia dengan adanya bea cukai, tetapi
dengan tidak ada pembeda hanya berdasarkan kepemilikan objek
pajak.

Pemerintah dituntut bukan hanya intensifikasi pajak saja, tetapi
pemerintah juga harus berani ekstensifikasi dan diversifikasi,

terutama bidang pertambangan yang punya potensi sangat besar.
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6. Dalam pengelolaan keuangan publik dan penyediaan fasilitas
umum di indonesia telah melakukan penyusunan APBN dan
pengelolaan BUMN untuk digunakan sebagai kesejahteraan rakyat.
akan tetapi pemerintah hendaknya lebih mengoptimalkan BUMN
dengan program yang komperehensif guna membuat sebagaimana

yang diharapkan.
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